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Abstract

With the world's fourth largest population, Indonesia is
experiencing significant growth. Indonesia possesses
demographic dividend potential that brings economic opportunities
towards becoming a developed country. Human resource
preparation is key to successfully harnessing the demographic
bonus of 2035. Efforts to improve the quality and accessibility of
education are implemented through budget allocation as
mandated by the 1945 Constitution. This study aims to analyze
the education budget allocation comparison between Indonesia
and the ASEAN member countries. This study provides novelty by
focusing on comparing the allocation of education budgets
between Indonesia and ASEAN countries through a parliamentary
perspective to support the achievement of SDGs. The study
adopts a qualitative method with Systematic Literature Review by
analyzing 83 articles. The findings indicate that education budget
allocation in Southeast Asian countries, including Indonesia,
Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam, the Philippines,
Myanmar, Cambodia, and Laos, is a crucial focus in ensuring
educational quality. Despite increasing budgets annually,
challenges such as disparities in educational quality, teacher
shortages, and poor infrastructure remain major issues. ASEAN
countries employ different approaches to budget allocation, with
some focusing on decentralization, subsidies, and public
investment. International support, such as that provided by the
World Bank in Cambodia and Myanmar, demonstrates a
commitment to improving access and quality of education. In
Indonesia, budget allocations for primary, secondary, and
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vocational education should be seen as investments in future human resources, with an
emphasis on sustainable allocations. Improvements in diversifying budget programs and
comprehensive oversight at the regional level are essential, while budget allocations for higher
education and vocational training need significant increases to meet international standards,
with a minimum recommendation of 2% of the national budget according to UNESCO.

Keywords: Education Budget Allocation, ASEAN, Indonesia House of Representatives.

JEL Classifications: H52; 122; 125.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara-negara anggotanya
mengadopsi resolusi Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dengan tujuan keseluruhan
untuk menyediakan jalan menuju perdamaian dan kemakmuran (Arzo & Hong, 2024). Agenda ini
memastikan semua negara berkembang dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Pada
saat yang sama, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan pendidikan,
mengurangi kesenjangan dan mengatasi perubahan iklim. Semua ini diimplementasikan dalam
17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang mencakup target dan tindakan untuk
mencapai tujuan ini. Pendidikan dan inovasi melalui berbagai inisiatif global telah memainkan
peran penting dalam pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan di era pertumbuhan
ekonomi dan masyarakat pengetahuan (Burton & Salama, 2023).
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Gambar 1. 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Sumber : Bappenas Republik Indonesia (2023)

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi keempat terbanyak di dunia, ditandai
oleh tingginya jumlah penduduk muda dalam struktur demografisnya. Menurut statistik Direktorat
Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, pada
Desember 2023, populasi Indonesia mencapai 280,73 juta jiwa, menunjukkan peningkatan
sebesar 1,61 juta jiwa dibandingkan dengan total penduduk pada Juni 2023. Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) juga melaporkan bahwa
jumlah pelajar di Indonesia mencapai 62,46 juta orang pada semester ganjil tahun ajaran
2023/2024.

Dari total jumlah tersebut, sebagian besar siswa berada di level Sekolah Dasar (SD), mencapai
24,04 juta orang. Pada tahun ajaran 2023/2024, terdapat 9,97 juta siswa di tingkat Sekolah
Menengah Pertama (SMP). Selanjutnya, ada 5,32 juta siswa yang sedang menempuh pendidikan
di Sekolah Menengah Atas (SMA). Sementara itu, jumlah siswa di Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) mencapai 5,08 juta orang. Tingkat Taman Kanak-kanak (TK) juga memiliki 3,74 juta siswa,
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sementara di Kelompok Bermain (KB) terdapat 2,44 juta anak.Selanjutnya, jumlah siswa yang
mengikuti pendidikan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Satuan PAUD Sejenis
(SPS) masing-masing adalah 1,6 juta orang dan 614.033 orang. Ada 158.514 siswa yang belajar
di Sekolah Luar Biasa (SLB). Di sisi lain, siswa di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) berjumlah
132.510 orang, sementara siswa di Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) mencapai 52.478 orang.
Menurut data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud
Ristek), total mahasiswa di Indonesia mencapai 9,32 juta orang.

Studi yang dilakukan oleh United Nations Population Fund (UNFPA) pada tahun 2015
memproyeksikan bahwa Indonesia akan mengalami dividen demografi antara tahun 2028 hingga
2035 (Yulistiyono et al., 2021). Dividen demografi terjadi ketika proporsi penduduk usia kerja
melebihi jumlah penduduk bayi dan lanjut usia, menciptakan peluang unik untuk pertumbuhan
ekonomi yang intensif. Pada tahun 2035, diperkirakan Indonesia akan memiliki angkatan kerja
sebanyak 65 juta generasi muda, memberikan potensi besar sebagai penduduk produktif
(Sutikno, 2020). Bonus demografi ini dapat menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk
mencapai status negara maju, dengan catatan bahwa persiapan dan peningkatan sumber daya
manusia menjadi kunci keberhasilannya (Andari et al., 2023).

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) memainkan peran penting dalam alokasi
anggaran pendidikan. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyusun dan mengalokasikan
anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).
DPR RI, sebagai lembaga legislatif, memiliki peran dalam memantau dan mengevaluasi
penggunaan anggaran pendidikan tersebut (Wicaksono, 2021). Tujuan utama alokasi anggaran
pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pemerataan akses pendidikan di
seluruh Indonesia (Ulfah, 2021a). DPR atau Senat di negara-negara ASEAN memiliki peran
penting dalam fungsi anggaran. DPR dan Senat di negara-negara ASEAN memainkan peran
penting dalam fungsi anggaran, termasuk menyetujui dan mengesahkan APBN yang diusulkan
oleh Presiden, mempertimbangkan pendapat di bidang perpajakan, pendidikan, dan agama,
menindaklanjuti laporan pertanggungjawaban keuangan, dan menyetujui transfer dana. Mereka
mengawasi pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, serta
menyelenggarakan pembahasan rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden atau
DPD, khususnya mengenai otonomi daerah, hubungan pemerintahan, pengelolaan sumber daya,
dan perimbangan fiskal. Peran ini memastikan akuntabilitas dan distribusi sumber daya yang adil,
yang secara langsung memengaruhi anggaran daerah dan pelaksanaan proyek.

Belanja pendidikan negara memiliki urgensi yang besar dalam mencapai salah satu pilar SDG,
yaitu pendidikan, karena pendidikan merupakan fondasi untuk pembangunan berkelanjutan.
Investasi yang cukup dan efektif dalam pendidikan meningkatkan akses, kualitas, dan kesetaraan
pendidikan, yang merupakan kunci untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesehatan,
memperkuat kesetaraan gender, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Kioupi &
Voulvoulis, 2019). Dengan memprioritaskan belanja pendidikan, negara dapat menciptakan
masyarakat yang terampil, inovatif, dan berdaya saing, yang pada gilirannya akan membantu
mencapai target-target SDG terkait pendidikan serta memperkuat fondasi pembangunan
berkelanjutan secara keseluruhan. Anggaran pendidikan Indonesia merupakan bagian penting
dari upaya pemerintah untuk meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan di negara
ini. Meskipun telah mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, anggaran pendidikan
Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan (Saputra, 2018). Sebagian besar anggaran
pendidikan masih dialokasikan untuk gaji dan tunjangan pegawai, meninggalkan jumlah yang
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lebih kecil untuk investasi dalam infrastruktur pendidikan, pelatihan guru, dan pengembangan
kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan global dan lokal.

ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), sebagai organisasi antar-parlemen regional,
mempromosikan praktik terbaik dan kerjasama antar anggotanya dalam hal informasi dalam
penyusunan rancang anggaran negara (Firdaus & Kresnawati, 2023). AIPA berfungsi sebagai
platform untuk berbagi praktik terbaik, memfasilitasi dialog, dan mendorong kolaborasi, namun
partisipasi dalam diskusi tidak wajib bagi semua negara anggota. Berbeda dengan diskusi AIPA
pada umumnya, fokus AIPA memungkinkan dilakukannya pembahasan yang lebih terarah
mengenai isu-isu peran perlemen termasuk terkait anggaran pendidikan, sehingga berpotensi
menghasilkan solusi yang lebih disesuaikan dan kebijakan yang berdampak terhadap kebutuhan
pendidikan di kawasan ASEAN. Oleh karena itu, peran AIPA dalam pembahasan anggaran
pendidikan menawarkan pendekatan yang lebih terspesialisasi dan berpotensi efekiif
dibandingkan dengan diskusi ASEAN yang lebih luas. AIPA terdiri dari 10 negara anggota: Brunei
Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan
Vietnam. Studi perbandingan proses alokasi anggaran Indonesia dengan negara-negara ASEAN
Inter-Parliamentary Assembly memberikan perspektif holistik dan memungkinkan identifikasi best
practices (Ruland, 2013).

Kesenjangan riset muncul pada belum terkajinya alokasi anggaran Indonesia dalam pendidikan
secara bertingkat baik dasar, menengah dan tinggi. Studi perbandingan yang memperhatikan
anggaran pendidikan antar negara ASEAN juga belum terakomodir. Sehingga studi ini bertujuan
untuk mengkaji alokasi anggaran pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang dilakukan
Pemerintah-Parlemen baik dan perbandingannya dengan negara ASEAN lainnya. Originalitas
studi ini menjadi titik fundamental kajian sistematik pertama yang mengulas perbandingan
parlemen negara Indonesia dan ASEAN dalam perhatian alokasi anggaran pendidikan. Studi ini
memberikan kontribusi teoritis dengan menguraikan alokasi anggaran pendidikan di Indonesia
untuk mencapai Visi SDGs. Dengan membandingkan kebijakan ini dengan negara-negara
anggota ASEAN lainnya, penelitian ini melibatkan wawasan literatur untuk mendukung
pemahaman mendalam terhadap implementasi praktis. Kontribusi teoritisnya terletak pada
pengembangan konsep-konsep pendidikan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Secara
praktis, studi ini memberikan landasan bagi perumusan kebijakan anggaran yang efektif dan
berkelanjutan, memperkuat peran Indonesia dalam mencapai SDGs, serta mempromosikan
kolaborasi regional di bidang pendidikan.

TINJAUAN PUSTAKA
1. Mandat UUD 1945 Dalam Alokasi Anggaran Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan bangsa. UUD 1945,
sebagai konstitusi negara, memberikan mandat khusus dalam alokasi anggaran pendidikan
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Alokasi anggaran pendidikan menjadi aspek
penting dalam pembangunan pendidikan suatu negara, termasuk Indonesia. Mandat
Konstitusi, khususnya dalam UUD 1945, memberikan dasar hukum yang kuat untuk
memastikan pendanaan yang memadai dan berkualitas dalam sektor pendidikan (Thamrin,
2020). Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak
mendapatkan pendidikan. Hal ini menandakan komitmen konstitusi Indonesia untuk
memberikan akses pendidikan yang merata kepada seluruh rakyatnya (Fadhil & Sabic-El-
Rayess, 2021). Oleh karena itu, alokasi anggaran pendidikan haruslah mencerminkan
komitmen ini.
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Anggaran pendidikan merujuk pada alokasi anggaran yang ditujukan untuk mendukung
fungsi pendidikan, yang dialokasikan melalui berbagai kementerian dan lembaga pemerintah
serta melalui dana transfer ke daerah (Kamaludin, 2023a). Ini mencakup biaya gaji pendidik
dan mendukung penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
Sumber anggaran untuk belanja pendidikan bagi siswa berasal dari berbagai pihak, termasuk
pemerintah, yayasan, orang tua, dan entitas lainnya. Anggaran pendidikan dari pemerintah
berasal dari tiga sumber utama, yakni Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota. Anggaran pendidikan yang dialokasikan oleh Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) merupakan sumber
dana dari Pemerintah Pusat, sementara dana yang berasal dari daerah berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Lengkong et al., 2019). Alokasi
anggaran pendidikan terdiri dari dua komponen utama, yaitu alokasi dari pemerintah pusat
dan transfer ke daerah. Dana transfer ke daerah meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana
Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), tambahan Dana Alokasi Umum, dan dana
khusus untuk otonomi pendidikan (Safira & Wibowo, 2021).

Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa "negara memprioritaskan
anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja
negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional." (Juanda, 2021). Mandat ini menunjukkan komitmen
kuat negara dalam memajukan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan
mandat konstitusi, pemerintah Indonesia menetapkan beberapa prinsip kebijakan
pendanaan pendidikan, seperti keadilan, kesetaraan, dan keseimbangan. Artinya, alokasi
anggaran pendidikan harus mencakup berbagai tingkat pendidikan mulai dari tingkat dasar
hingga tingkat tinggi, serta mengakomodasi kebutuhan pendidikan di berbagai wilayah,
termasuk daerah terpencil dan terpinggirkan (Santoso, 2021). Alokasi anggaran pendidikan
dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tingkat
nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tingkat regional.
Prinsip-prinsip konstitusi tercermin dalam penyusunan APBN dan APBD, yang mencakup
anggaran untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi serta program-program pendukung
seperti beasiswa dan bantuan pendidikan (Ahmad, 2020).

Alokasi anggaran pendidikan di Indonesia telah mengalami fluktuasi selama beberapa tahun
terakhir. Pada tahun 2023, alokasi anggaran pendidikan mencapai 20,04% dari APBN, di
atas batas minimal yang diamanatkan UUD 1945 (Sulasmi et al., 2023). Walaupun angka ini
masih belum ideal jika dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya, kontribusinya
pada peningkatan kualitas pendidikan cukup baik. Ini terlihat dari jumlah penduduk yang
mendapatkan pendidikan, sebagaimana yang dilaporkan oleh Organisation for Economic Co-
operation and Development (OECD). Menurut data yang dirilis oleh OECD yang dikutip dari
situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (www.kemendikbud.go.id), pada tahun
2000, hanya 39% dari penduduk usia 15 tahun yang bersekolah di tingkat SMP atau SMA.
Namun, pada tahun 2018, persentase tersebut meningkat drastis menjadi 85%
(Rustiningrum & Digdowiseiso, 2023). Capaian ini menunjukkan kemajuan yang signifikan
yang telah dicapai oleh Pemerintah dalam sektor pendidikan.

Meskipun terdapat mandat konstitusi yang jelas, implementasi alokasi anggaran pendidikan
di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Salah satunya adalah
keterbatasan sumber daya, dimana alokasi anggaran pendidikan mungkin tidak mencukupi
untuk memenuhi semua kebutuhan pendidikan yang ada (Illham et al., 2023). Selain itu,
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terdapat masalah efisiensi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pendidikan, yang
kadang-kadang mengakibatkan pemborosan atau penyalahgunaan dana (Duanti & Arifin,
2020). Diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan
lainnya untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh rakyat
Indonesia.

2. Korelasi Sektor Pendidikan, Kebijakan Anggaran dan Pencapaian SDGs

Pada 25 September 2015, di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), para
pemimpin dunia secara resmi mendukung Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
sebagai kesepakatan pembangunan global (Kushnir & Nunes, 2022). Sebanyak 193 kepala
negara, termasuk Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, meratifikasi Agenda SDGs. Dengan tema
"Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", SDGs mencakup
17 Tujuan dan 169 Target yang menjadi rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan
(berlaku mulai 2016 hingga 2030). Tujuannya adalah untuk mengakhiri kemiskinan,
mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs bersifat universal, sehingga
semua negara, termasuk negara maju, memiliki kewajiban moral untuk mencapai tujuan dan
target tersebut (Nawn, 2015).

Salah satu tujuan utamanya adalah SDG 4, yang berfokus pada pendidikan berkualitas. SDG
4 bertujuan memastikan inklusi dan kesetaraan dalam pendidikan serta mempromosikan
kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang (Ambariyanto & Utama, 2020).
Pendidikan berkualitas dianggap sebagai kunci untuk mencapai banyak tujuan lainnya,
seperti pengurangan kemiskinan (SDG 1), kesetaraan gender (SDG 5), dan pekerjaan yang
layak serta pertumbuhan ekonomi (SDG 8) (Chapariha, 2022). Pendidikan memberdayakan
individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk
berkontribusi secara efektif dalam masyarakat dan perekonomian, serta untuk beradaptasi
dengan perubahan global. Dengan demikian, investasi dalam pendidikan adalah investasi
strategis untuk mencapai seluruh SDGs.

Korelasi antara sektor pendidikan, kebijakan anggaran, dan pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sangat erat dan saling memengaruhi. Pendidikan
berkualitas adalah pilar utama dalam mencapai berbagai target SDGs, seperti mengurangi
kemiskinan, mempromaosikan kesejahteraan, dan mencapai kesetaraan gender (Kestin et al.,
2023). Kebijakan anggaran yang tepat dan memadai dalam sektor pendidikan memainkan
peran penting dalam memastikan akses yang lebih luas, peningkatan kualitas, dan
pemerataan kesempatan pendidikan. Anggaran pendidikan yang cukup memungkinkan
pembangunan infrastruktur yang memadai, peningkatan kapasitas guru, dan pengembangan
kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Alokasi anggaran yang efektif dan
strategis dalam sektor pendidikan dapat mempercepat pencapaian SDGs. Sebaliknya,
kurangnya investasi dalam pendidikan dapat menghambat kemajuan dan memperburuk
ketimpangan sosial. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan pendidikan dan kebijakan
anggaran sangat krusial untuk mencapai target SDGs secara menyeluruh dan berkelanjutan.

3. Fungsi Anggaran DPR RI Dalam Mendukung Ekosistem Pendidikan Berkelanjutan

Fungsi Anggaran DPR RI merupakan salah satu kewenangan penting yang dimiliki, di mana
DPR berhak untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak terhadap Rancangan
Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) yang
diajukan oleh Presiden. Ini meliputi penentuan alokasi dana untuk berbagai sektor seperti
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pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan lain sebagainya (Soeparno, 2022).
DPR RI memiliki kewenangan untuk mengawasi penggunaan dana APBN agar sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Jalal, 2020). Hal ini dilakukan melalui mekanisme
pengawasan, evaluasi, dan pemantauan terhadap pelaksanaan program-program yang telah
dianggarkan. Gambar 2 merupakan Siklus Penyusunan APBN secara umum.
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Gambar 2. Siklus Penyusunan APBN
Sumber. Direktorat Jenderal Anggaran (2023)

Proses pembahasan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dimulai dengan penyampaian
RUU APBN oleh Presiden, yang harus dilakukan paling lambat 60 hari sebelum dimulainya
Tahun Anggaran. Selanjutnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR melakukan pembahasan
mendalam terhadap RUU APBN bersama pemerintah. Komisi-komisi DPR juga membahas
RUU APBN sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dalam Rapat Kerja (Raker).
Setelah itu, Banggar menyampaikan laporan hasil pembahasannya kepada Rapat Paripurna
DPR. Rapat Paripurna kemudian membahas RUU APBN secara umum dan memberikan
persetujuan untuk dilanjutkan ke pembahasan tingkat selanjutnya. Pembahasan tingkat II
dilakukan dengan membahas RUU APBN secara rinci, pasal demi pasal dan ayat demi ayat.
Akhirnya, Rapat Paripurna DPR mengambil keputusan final terhadap RUU APBN, apakah
disetujui atau tidak. RUU APBN yang disetujui kemudian disahkan oleh Presiden menjadi
Undang-Undang APBN (Wahyuni & Hernusa, 2021).

Lembaga DPR RI memiliki peran penting dalam mendukung ekosistem pendidikan Indonesia
melalui fungsi anggaran. DPR memainkan peran kunci dalam menentukan alokasi sumber
daya untuk pendidikan dan penelitian, yang merupakan fondasi dari inovasi dan kemajuan
(Tegnan, 2018). Anggaran ini tidak hanya mendukung pendidikan formal melalui pendanaan
untuk sekolah dan universitas, tetapi juga mendukung pendidikan informal dan nonformal,
serta penelitian dan pengembangan inovasi. DPR RI melalui fungsi anggaran memastikan
bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas
(Khairunnisa & Rahmatunnisa, 2022). Ini mencakup pendidikan dasar, pendidikan
menengah, dan pendidikan tinggi, serta program pendidikan vokasi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan Systematic Literature Review (SLR) dengan proses reviu terstruktur.
Studi ini harus menggunakan SLR untuk memastikan analisis yang komprehensif dan objektif.
SLR memungkinkan peneliti mengumpulkan dan mengevaluasi semua bukti yang relevan secara
sistematis, mengurangi bias, dan meningkatkan validitas hasil. Dengan SLR, perbandingan
7
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alokasi anggaran pendidikan di berbagai negara ASEAN dapat dilakukan secara terstruktur dan
transparan, membantu mengidentifikasi praktik terbaik dan area untuk perbaikan. Metodologi ini
juga cocok untuk menghimpun literatur kajian untuk mengembangkan analisa topik yang sangat
jarang diteliti lebih lanjut dan dengan sudut pandang berbeda.

Proses tinjauan literatur sistematis melibatkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan
pelaporan (Page, McKenzie, Bossuyt, Boutron, Hoffmann, Mulrow, Shamseer, Tetzlaff, Akl, et al.,
2021). Penelitian ini menggunakan Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-
Analyses (PRISMA) (Selcuk, 2019). Hal ini mencakup (i) menentukan tujuan penelitian; (ii)
menetapkan protokol peninjauan dengan mengidentifikasi kata kunci, basis data, dan kriteria
pemilihan literatur; (iii) pencarian literatur dengan menelusuri database literatur dan menyaring
hasil pencarian berdasarkan kriteria sebelum menyempurnakan kriteria eksklusi dan inklusi; (iv)
mengambil literatur dengan menyusun tabel ringkasan, mengevaluasi kualitas literatur, dan
memasukkan data bibliografi (Selcuk, 2019). Bagan proses PRISMA dari tinjauan literatur
sistematis ditunjukkan pada Gambar 3.

PRISMA adalah pedoman yang digunakan untuk melaporkan hasil dari sebuah SLR, di mana
peneliti secara sistematis mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis bukti-bukti dari
berbagai studi yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian tertentu. Jadi, PRISMA
adalah bagian integral dari SLR, membantu memastikan transparansi dan kualitas laporan dalam
proses SLR.

Records Identified Through Additional Records Identified
Database Searching Through Other Sources
N =317 N =63

v A
Records After Duplicated Removed

Records Excluded
N =251 .
N=79
Records Screened Fulltext articles excluded
_ with reasoned
N=172 I
N =289

l

Studied Included in Qualitative Synthesis

N =283

Gambar 3. Bagan Penyaringan Literatur PRISMA

Sesuai dengan tujuan penelitian, studi ini melakukan pemeriksaan komprehensif terkait proses
alokasi anggaran pendidikan Indonesia dan Negara ASEAN. Studi ini disusun berdasarkan
analisis cermat terhadap penelitian sebelumnya untuk mengidentifikasi titik fokus utama yang
mengarah pada studi alokasi anggaran pendidikan. Studi ini meninjau artikel-artikel penelitian
yang terkait dengan alokasi anggaran di Indonesia dan negara-negara ASEAN dalam ruang
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lingkup studi mereka dari tahun 2010 hingga 2023. Kata kuncinya baik dalam Bahasa Indonesia
dan Inggris meliputi “Alokasi Anggaran Pendidikan Indonesia”, “SDGs Indonesia”, “Parlemen
AIPA”, “Alokasi Anggaran Pendidikan Negara” dengan penambahan Nama Negara AIPA
(Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar,
Kamboja), “Peran Parlemen dalam Anggaran Pendidikan”.

Menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi penting dalam penelitian Systematic Literature Review
(SLR) karena membantu memastikan bahwa studi yang dimasukkan relevan dan sesuai dengan
pertanyaan penelitian (Page et al.,, 2022). Kriteria ini mengarahkan seleksi studi yang akan
disertakan dalam analisis, memastikan validitas dan keandalan hasil. Tanpa kriteria yang jelas,
risiko bias dan ambiguitas dapat muncul, mengurangi kepercayaan pada kesimpulan penelitian.
Kriteria inklusi dan eksklusi membantu memfokuskan upaya penelitian pada sumber daya yang
paling relevan dan berharga, memungkinkan peneliti untuk membuat kesimpulan yang lebih kuat
dan dapat diandalkan. Kriteria inklusi dan eksklusi lebih detail disampaikan pada Tabel 1 berikut
ini.

Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Ekslusi Literatur

No Kriteria Inklusi Kriteria Eksklusi
1. Artikel secara eksplisit membahas parlemen Indonesia | Artikel merupakan Prosiding dan
dalam alokasi anggaran pendidikan Review
2. Artikel secara eksplisit membahas parlemen negara AIPA | Artikel diterbitkan dalam bab buku,
dalam alokasi anggaran pendidikan laporan, literatur abu-abu
3. Artikel diterbitkan dari database Science Direct, Emeralds, | Artikel tersebut merupakan
Springer, Taylor & Francis dan SINTA Indonesia duplikat
4, Artikel diterbitkan antara tahun 2010-2023 Artikel penerbitan sebelum tahun
2010
5. Artikel harus bentuk jurnal

Data yang dikumpulkan mencakup artikel dari publikasi Science Direct, Emeralds, Springer,
Taylor & Francis dan SINTA Indonesia. Untuk memastikan validitas dan efektivitas tinjauan
literatur, hanya artikel penelitian yang diterbitkan dalam bahasa Inggris yang dihitung untuk
penelitian ini. Penelitian ini memilih makalah yang (i) judul, (ii) abstrak, dan (iii) isinya berkaitan
dengan kata kunci penelitian. Penting untuk digarisbawahi bahwa rangkaian penelitian dijalankan
dua kali untuk meningkatkan keandalan penelitian. Seperti yang digambarkan pada Gambar 1,
jumlah total artikel yang diidentifikasi pada tahap pertama adalah 380 Artikel. Namun, 129 artikel
dikeluarkan karena duplikasi dan tidak terkait dengan perspektif penelitian. Dalam proses
penyaringan dari 172 artikel terkait, hanya 88 yang memenuhi syarat untuk dianalisis. Hasilnya
menggambarkan evolusi kajian yang pesat dalam studi terkait parlemen dan alokasi anggaran
pendidikan dalam dua dekade terakhir dan semakin pentingnya studi tersebut dalam memberikan
jalan penting bagi perencanaan dan pengelolaan anggaran negara Indonesia dalam bidang
tersebut. Teknik analisis dalam SLR melibatkan identifikasi, seleksi, evaluasi kritis, dan sintesis
temuan dari penelitian yang relevan. Langkah-langkahnya meliputi perumusan pertanyaan
penelitian, pencarian literatur, penyaringan studi berdasarkan kriteria inklusi, penilaian kualitas,
dan analisis data untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan dapat diandalkan
(Page, McKenzie, Bossuyt, Boutron, Hoffmann, Mulrow, Shamseer, Tetzlaff, & Moher, 2021).
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1.

Penganggaran Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan bangsa. Di Indonesia,
pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen) menjadi fondasi bagi terciptanya sumber daya
manusia yang berkualitas (Sukmayadi & Yahya, 2020). Alokasi anggaran pendidikan menjadi
faktor krusial dalam memastikan terselenggaranya Dikdasmen yang optimal (Waruwu,
2021). Permasalahan muncul dengan masih banyak output/outcome yang perlu perbaikan.
Skor PISA (Programme for International Student Assessment) masuk peringkat 68 tidak
mencapai RPIJMN 2024 dan dibawah stadar OECD, HCI (Human Capital Index) peringkat 79
dari 157 negara, kompetensi guru yang masih belum akseleratif dengan peradaban
pendidikan, dan ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah merupakan sedikit dari
indikator kinerja pendidikan yang masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah (Ismail
et al., 2021). Persoalan guru honorer masih menjadi isu krusial dalam dunia pendidikan
Indonesia, bahkan hingga memasuki tahun anggaran 2024 (Dito & Pujiastuti, 2021).

Analisis dari Tren Neraca Pendidikan dari Tahun 2016 hingga 2021 (Tabel 2) dari Direktorat
Anggaran Kementerian Keuangan Rl (2023) menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran
pendidikan disalurkan melalui TKDD (Transfer Ke Daerah dan Desa), diikuti oleh BPP dan
Pembiayaan Anggaran (Muhammad & Wiguna, 2023). TKDD berperan penting dalam
mendukung anggaran pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. TKDD mencakup Dana
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa, yang sebagian besar
dialokasikan untuk sektor pendidikan. Dana ini membantu pemerintah daerah membiayai
operasional sekolah, pembangunan fasilitas pendidikan, serta penyediaan sumber daya
pendidikan yang diperlukan. Melalui DAK Fisik, dana difokuskan pada pembangunan dan
rehabilitasi infrastruktur sekolah. Sementara itu, DAK Non-Fisik, seperti Dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS), mendukung biaya operasional harian sekolah, termasuk
pembelian buku dan alat tulis, serta gaji tenaga pendidik. Selain itu, DAU memberikan
keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan sesuai
prioritas daerah masing-masing.

Dalam hal nilai nominal, alokasi anggaran pendidikan dalam APBN terus meningkat dari
Rp370.810,2 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp460.316,8 miliar pada tahun 2019, dengan
pertumbuhan rata-rata sebesar 7,5%. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan signifikan dalam
outlook anggaran pendidikan menjadi Rp547.833,2 miliar, atau meningkat sebesar 19,0%
dari tahun sebelumnya, hal ini terutama disebabkan oleh penyesuaian dalam penanganan
dampak pandemi Covid-19 (Kuraesin, 2024). Untuk menjaga proporsi anggaran pendidikan
tetap sebesar 20% dari belanja negara, penyesuaian lebih lanjut terhadap alokasi anggaran
pendidikan menjadi suatu kebutuhan.
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Tabel 2. Tren Alokasi APBN Pada TKDD (Dalam Triliun)

Tahun APBN Pembagian TKDD
2016 370,8 234,79
2017 406,1 258,05
2018 431,7 272,21
2019 460,3 299,19
2020 547.,8 281,41
2021 550,0 299,1
2022 542,8 290,5
2023 608,3 305,0

2024 (Usulan) 665,0 346,6

Sumber: Data diolah (2024).

Dana pendidikan yang dialokasikan melalui anggaran Pemerintah Pusat pada tahun 2023
mencapai Rp612,2 triliun. Alokasi ini dirancang untuk mendukung berbagai program,
termasuk implementasi Kartu Indonesia Pintar( KIP) dan Dana Bos. Anggaran pendidikan
yang dialokasikan melalui TKDD dalam APBN tahun 2023 mencapai Rp461,78 triliun. Hal ini
menunjukkan bahwa pendanaan untuk pendidikan dasar dan menengah diserahkan
sepenuhnya kepada kewenangan Pemerintah Daerah (Ma'sum et al., 2023). Mereka
memiliki otonomi penuh dalam mengatur dan mengelola anggaran tersebut sesuai dengan
kebutuhan dan prioritas pendidikan tingkat Sekolah yang diketahui secara detail oleh
pemerintah daerah. Hal ini merupakan bagian dari desentralisasi anggaran pendidikan yang
dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan
efisiensi dalam pengelolaan sumber daya pendidikan di tingkat daerah.

Pada tahun 2024, dana yang dialokasikan untuk pendidikan mencapai Rp. 665,0 triliun (20%
dari APBN), dengan fokus utama pada perluasan wajib belajar melalui Program Indonesia
Pintar serta dukungan operasional lainnya seperti Dana BOS, BOP PAUD, Sertifikasi, dan
Beasiswa (Al Asari & Hendra, 2024). Penyerahan kewenangan pengelolaan anggaran
Dikdasmen pada Daerah sebetulnya sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan sesuai
prinsip otonomi daerah. Akan tetapi, dengan kenyataan disparitas pendidikan antar daerah
timpang, maka efektivitas anggaran untuk peningkatan kualitas pendidikan menjadi
pertanyaan baru (Aliva & llhamsyah, 2021). Disparitas pendidikan dasar dan menengah
antar daerah menciptakan ketidakseimbangan dalam akses, kualitas, dan kesetaraan
pendidikan. Permasalahan utama yang mengakibatkan efektivitas APBN dalam dukungan
pendidikan daerah rendah adalah lemahnya perencanaan penganggaran dan akuntabilitas
transparansi anggaran pendidikan baik tingkat pemerintah daerah maupun sekolah
(Febrianto & Esther, 2023). Kurangnya perencanaan penganggaran dapat menyebabkan
alokasi dana yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, sehingga menyebabkan
pemborosan atau ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan yang mendesak
(Nafindra & Rifgi, 2022). Sementara itu, rendahnya tingkat akuntabilitas dan transparansi
mengakibatkan sulitnya memantau dan mengevaluasi penggunaan anggaran secara efekitif
(Sudarmono et al., 2020). Tanpa adanya mekanisme yang jelas untuk pertanggungjawaban
dan pelaporan anggaran secara detail, risiko penyalahgunaan dan korupsi juga meningkat.
Hal ini terbukti dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Pengelolaan Dana BOS
di Kemendikbud Tahun 2020 yang menemukan banyak permasalahan dalam pengelolaan
dana BOS pada sejumlah daerah. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah dan DPR
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RI untuk memastikan alokasi APBN Pendidikan TKDD untuk Dikdasmen sampai hingga
tangan sekolah dan dipergunakan seefisien sesuai prioritas kebutuhan primer sekolah.

2. Perbandingan Negara ASEAN Dalam Alokasi Anggaran Pendidikan Dasar dan Menengah

Negara anggota ASEAN selama ini saling mendukung dalam perhatian peningkatan kualitas
pendidikan negara Asia Tenggara. Berbagai agenda strategik dilakukan dalam mendorong
end result keunggulan calon SDM membangun ‘ASEAN as Single Community’ yang maiju.
Negara ASEAN memandang bahwa Dikdasmen merupakan titik fundamental dalam
membangun fondasi pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan individu untuk
melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya dan memasuki dunia kerja (Aguilar, 2017).
Pendidikan dasar dan menengah berperan penting dalam mempersiapkan generasi masa
depan yang memiliki karakter, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk
membangun bangsa yang maju dan sejahtera.

Malaysia memprioritaskan pengeluaran untuk pendidikan, dan mengalokasikan sebagian
besar anggaran nasionalnya kepada Kementerian Pendidikan. Pada Anggaran 2024,
Kementerian menerima RM58,7 miliar dari hasil persetujuan anggaran Parlemen Malaysia,
lebih banyak RM3,5 miliar dibandingkan tahun 2023 (Loganathan et al., 2023). Alokasi
anggaran ini sebagian digunakan untuk memastikan lingkungan belajar yang layak dan
tunjangan guru untuk kualitas pengajaran yang lebih baik. Kondisi ini berbeda dengan
Indonesia yang variasi pengeluaran antara pendidikan dasar, menengah pertama, dan
menengah atas tergantung pada wilayahnya. Pendekatan Malaysia terhadap pendanaan
pendidikan juga mencakup desentralisasi keuangan di tingkat sekolah. Pemerintah telah
mengakui sekolah-sekolah yang dipilih dengan otonomi keuangan, dikenal sebagai Pusat
Tanggungjawab (PTj) atau Pusat Autonomi (Khairi et al., 2023). Inisiatif ini bertujuan untuk
meningkatkan otonomi sekolah melalui otoritas pengambilan keputusan independen untuk
mengelola sumber daya keuangan. Pengakuan sekolah sebagai PTj didasarkan pada kinerja
keuangan yang baik, dan memungkinkan sekolah untuk menghabiskan berdasarkan
kebutuhan mereka melalui alokasi keuangan yang diizinkan dan prosedur (Syahirah et al.,
2023). Perbedaan antara Malaysia dan Indonesia dalam alokasi anggaran pendidikan dasar
dan menengah terletak pada pendekatan dan mekanisme pengelolaan keuangan. Di
Indonesia, sebagian besar anggaran pendidikan disalurkan melalui Kementerian Pendidikan,
dengan fokus pada alokasi melalui Dana Alokasi Khusus Daerah, yang kemudian diserahkan
sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk pengelolaan di tingkat sekolah. Pendekatan
ini mengacu pada prinsip desentralisasi, yang memberikan otonomi kepada Pemerintah
Daerah dalam mengatur anggaran sesuai kebutuhan lokal. Namun, tantangan muncul terkait
disparitas pendidikan antar daerah dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Pemerintah
Malaysia mengalokasikan sebagian besar anggaran nasionalnya langsung kepada
Kementerian Pendidikan, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur pendidikan dan
kesejahteraan guru. Pendekatan ini mencakup desentralisasi keuangan di tingkat sekolah,
di mana sekolah yang berprestasi keuangan diakui sebagai Pusat Tanggungjawab (PTj) atau
Pusat Autonomi, memberikan sekolah otonomi langsung dari pusat, total dan menyeluruh
dalam pengelolaan sumber daya keuangan. Ini mengarah pada pengambilan keputusan
yang lebih independen dalam penggunaan dana pendidikan, dengan fokus pada kebutuhan
dan prioritas sekolah yang spesifik. Perbedaan ini bisa dimaklumi karena kondisi Indonesia
sebagai negara kepulauan yang cukup besar dan prinsip desentralisasi yang dipegang teguh
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Brunei Darussalam mendukung pendidikan dasar dan menengah melalui kombinasi belanja
pemerintah, lembaga yang didanai pemerintah, dan sistem pendidikan terstruktur (Mail et al.,
2019). Pada tahun 2012, belanja pemerintah untuk pendidikan menyumbang 3,3% dari PDB
negara tersebut (Jones, 2016). Hal ini mencakup pendanaan untuk beberapa sekolah dasar
dan menengah yang didanai pemerintah, lembaga teknis dan kejuruan, serta lembaga
pendidikan swasta yang tersebar di seluruh negeri. Sistem pendidikan di Brunei Darussalam
direstrukturisasi secara signifikan antara tahun 2009 dan 2011 (Salleh & Laxman, 2014).
Sistem baru ini memperkenalkan enam tahun sekolah dasar, dimulai pada usia enam tahun,
yang mengarah pada Penilaian Sekolah Rendah (Penilaian Sekolah Rendah). Tergantung
pada kemampuan akademisnya, siswa kemudian melanjutkan ke sekolah menengah selama
empat atau lima tahun, yang berpuncak pada ujian tingkat Brunei—Cambridge atau London
Edexcel International GCE O (Mumin, 2023). Pendekatan terstruktur ini memastikan
pendidikan komprehensif bagi siswa, mempersiapkan mereka untuk studi lebih lanjut atau
dunia kerja. Perbedaan dalam alokasi anggaran pendidikan dasar dan menengah antara
Brunei Darussalam dan Indonesia sangat mencolok. Hal ini dikarenakan sistem pendidikan
terstruktur dan berstandar Internasional membuat terjadinya kombinasi belanja pemerintah,
lembaga yang didanai pemerintah, dan sistem pendidikan terstruktur. Kemandirian sekolah
sangat dituntut dalam pembiayaan, walaupun mendapat dukungan negara. Berbeda dengan
Indonesia dengan sekolah milik pemerintah mendapat dukungan penuh dari Pemerintah,
hanya swasta saja yang memiliki kemandirian dengan segala keterbatasan dan problematik
yang ada. Hanya segelintir sekolah di Indonesia bisa membangun kemandirian finansial di
Indonesia, itupun merupakan sekolah swasta besar. Jika kita lihat, fokus anggaran Indonesia
hingga saat ini berfokus pada revitalisasi infrastruktur, perbaikan kurikulum, pendukung
pendapatan tenaga pendidik serta isu fundamental pendidikan negara berkembang. Brunei
Darussalam selangkah lebih depan pada internasionalisasi pendidikan, konsistensi mutu
pendidikan dan masa depan pendidikan yang akseleratif dengan Society 5.0.

Singapura dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Hal
ini tidak lepas dari komitmen pemerintahnya dalam mengalokasikan anggaran pendidikan
yang besar. Dua puluh persen dari anggaran tahunan nasional dialokasikan untuk
pendidikan, khususnya dalam subsidi pendidikan negeri dan swasta yang dibantu
pemerintah bagi warga Singapura (Frattarola, 2023). Negara ini memiliki program khusus
untuk mendukung dikdasmen seperti Edusave untuk tabungan keluarga tidak mampu dan
MOE Kindergarten Funding Scheme untuk subsidi biaya TK bagi keluarga berpenghasilan
rendah (Tun et al., 2023). Guru di Singapura dihormati dan mendapatkan gaji yang kompetitif
(Poon, 2022). Parlemen Singapura sangat memprioritaskan urusan pendidikan dalam diskusi
anggaran nasional (Ho & Lee, 2022). Mereka berpandangan bahwa sistem pendidikan yang
berkualitas tinggi dan memberikan peluang bagi semua siswa untuk mencapai potensi
mereka hanya dengan anggaran pendidikan yang besar dan merata. Perbedaan dalam
alokasi anggaran pendidikan dasar dan menengah antara Singapura dan Indonesia terletak
pada beberapa aspek. Singapura mengalokasikan 20% dari anggaran tahunan nasionalnya
secara merata untuk pendidikan, sementara Indonesia memiliki tren kenaikan anggaran
namun masih menghadapi disparitas pendidikan dasar dan menengah antar daerah.
Pemerintah Singapura harus diakui lebih serius pada penghormatan guru dan
pengembangan sistem pendidikan yang berkualitas tinggi, sedangkan Indonesia
menghadapi tantangan dalam perencanaan penganggaran, efektivitas akuntabilitas, dan
transparansi dalam penggunaan anggaran pendidikan.
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Alokasi anggaran Thailand untuk pendidikan dasar dan menengah secara tradisional
terfokus pada pendidikan dasar (Chankrajang & Muttarak, 2017). Laporan menunjukkan
bahwa pada tahun 2020, sekitar 35% dialokasikan untuk pendidikan dasar dan dibandingkan
pendidikan tinggi yang sebesar 21% (Sripokangkul, 2020). Parlemen Thailand atau nama
lain Rathasapha menginisiasi program pendidikan gratis 15 Tahun dari TK hingga SMA
dengan alokasi anggaran pendidikan 18% atau B90 miliar (Pothisiri et al., 2020). Akan tetapi,
persoalan muncul pada anggaran pendidikan mereka tidak termasuk mendukung Guru dan
memunculkan kekhawatiran bahwa alokasi anggaran mungkin tidak mencerminkan
kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan (Gauthier & Punyasavatsut, 2019). Perbedaan
utama antara Thailand dan Indonesia dalam alokasi anggaran pendidikan dasar dan
menengah terletak pada fokus pengalokasian dan proporsi anggaran yang dialokasikan
untuk setiap tingkat pendidikan. Alokasi anggaran untuk pendidikan dasar di Thailand
tampak lebih tinggi dibandingkan dengan pendidikan menengah. Berbeda dengan Indonesia
yang disesuaikan dengan kinerja sekolah dan pembagian alokasi rancangan Pemerintah
Daerah.

Vietnam telah membuat kemajuan signifikan dalam alokasi anggaran untuk pendidikan dasar
dan menengah, dan menjadikan hel tersebut sebagai prioritas nasional. Sejak 2008,
pemerintah telah menyetujui 20% dari anggarannya untuk pendidikan, mencerminkan
komitmen yang kuat terhadap sektor tersebut. Investasi ini telah menghasilkan pencapaian
yang signifikan, termasuk tingkat penyelesaian sekolah dasar yang tinggi, kesetaraan
gender, rasio siswa-guru yang rendah, dan tingkat keluar sekolah yang rendah. Kebijakan
"Fundamental School Quality Level Standards" telah memastikan akses universal ke
pendidikan dan memenuhi kondisi minimal di setiap sekolah dasar. Akan tetapi, tantangan
akses kualitas pendidikan menengah masih cukup vital pada kawasan perdesaan Vietham.
Ada juga kesenjangan dalam akses dan penyelesaian pendidikan untuk siswa perempuan
dan etnis minoritas. Untuk mengatasi masalah ini, Parlemen Vietham bersama eksekutif
mengembangkan Education Development Strategic Plan (EDSP) untuk memodernisasi
sistem pendidikan, menyelaraskannya dengan standar kualitas regional dan internasional,
dan memastikan kesetaraan sosial dan kesempatan belajar seumur hidup. Tujuan spesifik
mencakup capaian pendidikan anak usia dini dan kesehatan yang universal, meningkatkan
kualitas pendidikan menengah rendah, memperkuat sekolah menengah rendah untuk etnis
minoritas, dan merestruktur sistem pendidikan kejuruteraan untuk lebih mempersiapkan
siswa dengan keterampilan profesional untuk pasar tenaga kerja internasional. Ini mencakup
sembilan solusi strategis yang berfokus pada memodernisasi manajemen pendidikan,
memperluas jaringan institusi pendidikan, mengembangkan sumber daya manusia, dan
memperkuat investasi dan pelatihan. Vietham telah menetapkan komitmen yang kuat
dengan mengalokasikan 20% dari anggarannya untuk pendidikan sejak 2008, sementara
Indonesia belum mencapai tingkat tersebut serta terkesan tidak stabil. Dengan demikian,
Vietnam menunjukkan komitmen yang lebih kuat dan langkah-langkah konkret dalam
meningkatkan akses, kualitas, dan kesetaraan pendidikan, sementara Indonesia masih perlu
meningkatkan upaya dalam hal tersebut.

Filipina telah melakukan upaya signifikan dalam mengalokasikan anggarannya untuk
pendidikan dasar dan menengah, dengan fokus pada peningkatan efisiensi dan hasil dari
pengeluaran pendidikan. Pemerintah dengan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Filipina
telah menunjukkan koherensi antara pengeluaran pendidikan dan kebijakan serta prioritas
yang diidentifikasi, yang sangat penting untuk memberikan hasil bagi rakyat Filipina (Mokher
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& Mella-Alcazar, 2024). Inisiatif kebijakan yang menonjol adalah penambahan dua tahun
pendidikan menengah ke dalam Pendidikan Dasar yang didukung oleh pemerintah di tahun
2016, yang telah mengarah pada pertumbuhan relatif dalam pengeluaran untuk pendidikan
menengah dibandingkan dengan pendidikan dasar (Budhrani et al., 2018). Struktur
pengeluaran pendidikan di Filipina melibatkan campuran sumber daya tingkat nasional dan
sumber daya yang dikumpulkan dan dikelola oleh Local Government Units (LGUs). Sumber
daya nasional dialokasikan ke Departemen Pendidikan (DepEd) melalui Anggaran Umum
Tahunan, dengan penyesuaian yang dibuat berdasarkan perubahan dalam lingkungan
makroekonomi negara dan kapasitas pengeluaran dari tahun-tahun sebelumnya (Sarabia-
Panol & Sison, 2016). Sumber daya LGU untuk pendidikan berasal dari dana yang
dialokasikan dari kekayaan negara dan otoritas pajak khusus pada properti real - Special
Education Fund (SEF). Filipina telah melihat penurunan persentase pengeluaran Pendidikan
Dasar yang dikelola oleh DepEd, dari sekitar 90% pada tahun 2013 menjadi sekitar 77%
pada tahun 2017. Bagian pengeluaran Pendidikan Dasar yang danai oleh LGUs juga telah
menurun dari sekitar 6% pada tahun 2010 menjadi sekitar 3% pada tahun 2017 (Tung et al.,
2020). Pergeseran ini menunjukkan pergerakan menuju pendekatan yang lebih
desentralisasi terhadap pengalokasian dana pendidikan, dengan LGUs memainkan peran
yang lebih signifikan dalam pengeluaran pendidikan. Pemerintah juga telah memberikan
investasi publik dalam pendidikan menengah melalui subsidi kepada siswa untuk menghadiri
institusi swasta, Education Service Contracting (ESC) untuk siswa Sekolah Menengah
Pertama, dan Vouchers for Senior High School (SHS) (Budhrani et al., 2017). Inisiatif ini
bertujuan untuk memperluas Sekolah Menengah dan Sekolah Menengah Atas dengan
memanfaatkan investasi swasta yang ada, dengan niat untuk menyediakan tempat sekolah
tambahan dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan memperluas sistem publik.
Perbedaan utama antara Filipina dan Indonesia dalam alokasi anggaran pendidikan dasar
dan menengah terletak pada struktur pengeluaran dan pendekatan pada pihak eksternal.
Indonesia betul-betul mengusahakan anggaran secara penuh untuk mendukung pendidikan
dasar dan menengah. Filipina memberikan kesempatan penuh pada pihak swasta dalam
Investasi program pendidikan mereka dalam tujuan menjadi bagian dari kesuksesan
pendidikan disana.

Negara Myanmar melakukan beberapa reformasi kebijakan anggaran dengan penghapusan
biaya sekolah untuk pendidikan dasar dan menengah, pendidikan dasar yang waijib,
penambahan 79.000 guru, ekspansi program bantuan untuk siswa miskin, dan pemberian
dana blok ke sekolah (Soe et al., 2019). Reformasi pendidikan mulai menunjukkan hasilnya,
dengan peningkatan pengeluaran yang signifikan. Selain itu, Myanmar sedang beralih dari
sistem pemerintahan terpusat ke sistem yang lebih desentralisasi berdasarkan Konstitusi
2008, dengan langkah-langkah awal untuk menetapkan badan legislatif dan eksekutif di
tingkat Negara dan Daerah (Thein & Akita, 2019). Alokasi anggaran untuk Kementerian
Pendidikan (MoE) mencapai MMK 2,685 miliar pada tahun 2019/20, mewakili sekitar 8,4%
dari anggaran Uni (Zobrist & McCormick, 2017). MoE menjadi pemegang anggaran kelima
terbesar setelah Kementerian Listrik dan Energi, Perencanaan dan Keuangan, dan
Pertahanan. Anggaran Departemen Pendidikan Dasar mewakili 74,6% dari total anggaran
MoE; Departemen Pendidikan Tinggi mewakili 17%; sementara Departemen Pendidikan
Teknikal, Vokasional, Pendidikan dan Pelatihan mewakili 6,8%. Kombinasi ketiga ini
mencakup 98,4% dari total anggaran MoE untuk tahun 2019/2020. Pada tingkat
Kementerian, tingkat pelaksanaan anggaran telah sangat baik, berkisar antara 92% hingga
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111% selama periode 2015/2016 hingga 2018/2019. Pada tahun 2019/2020, lebih dari 28%
dari alokasi anggaran MoE digunakan untuk pengeluaran modal dengan sisa 72% untuk
pengeluaran saat ini . Alokasi ini mewakili peningkatan dalam investasi modal, dibandingkan
dengan tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan antara alokasi anggaran pendidikan dasar dan
menengah di Myanmar dan Indonesia sangat mencolok dalam hal pendekatan kebijakan dan
praktik pelaksanaannya. Di Indonesia, pendanaan pendidikan dasar dan menengah lebih
didominasi oleh alokasi dari APBN dengan tingkat desentralisasi yang signifikan, di mana
pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola dana tersebut sesuai
dengan kebutuhan dan prioritas lokal. Sementara itu, Myanmar mengalami transformasi
kebijakan dengan fokus pada reformasi pendidikan, termasuk penghapusan biaya sekolah
untuk pendidikan dasar dan menengah, serta ekspansi program bantuan untuk siswa miskin.

Alokasi anggaran Kamboja untuk pendidikan dasar dan menengah didukung oleh
pendanaan yang signifikan dari Bank Dunia. Bank Dunia menyetujui kredit sebesar US$60
juta melalui International Development Association, bersama dengan hibah sebesar US$9,25
juta dari GPE, dengan total US$69,25 juta (Ogisu & Williams, 2016). Pendanaan ini
diarahkan untuk General Education Improvement Project (GEIP), sebuah inisiatif lima tahun
yang bertujuan untuk meningkatkan akses yang adil terhadap pendidikan dasar dan
menanggapi krisis yang memengaruhi sistem pendidikan di Kamboja (Pellini & Bredenberg,
2015). Proyek ini sejalan dengan Rencana Strategis Pendidikan Kamboja, yang berfokus
pada pengembangan sumber daya manusia berkualitas tinggi dan beretika untuk
menumbuhkan masyarakat berbasis pengetahuan (Zimmermann & Williams, 2016).
Kegiatan proyek ini meliputi penerapan program manajemen berbasis sekolah, memberikan
pengembangan kapasitas kepada guru dan staf kependidikan, meningkatkan lingkungan
belajar, dan mendukung pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, laboratorium sains,
dan sekolah pendidikan khusus (Lang, 2023). Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan
kinerja sektor pendidikan melalui program reformasi pendidikan, pengembangan profesional
berkelanjutan, dan pengembangan jalur karir mengajar. Tujuan proyek ini termasuk
memastikan bahwa anak-anak yang paling rentan dapat bersekolah dan belajar, serta
memfasilitasi pengembangan Rencana Strategis Pendidikan 2024-2028 (Ravet & Mtika,
2024). Pembiayaan Bank Dunia, bersama dengan hibah GPE, mewakili komitmen yang
signifikan untuk memperkuat pembelajaran dan akses terhadap pendidikan di Kamboja,
mengatasi tantangan yang teridentifikasi, dan membangun kembali negara yang lebih baik.
Keberadaan Majelis Nasional Kamboja sebagai parlemen Kamboja dalam persoalan
pendidikan sering bertindak sebagai pengingat dan pengawas dalam berbagai proyek
strategis pemerintahan (Em et al., 2022).

Laos menghadapi tantangan dalam alokasi anggaran untuk pendidikan dasar dan
menengah. UU Pendidikan (2015) menyatakan 18% dari anggaran nasional harus digunakan
untuk pendidikan (Noonan & Phommalangsy, 2020). Sayangnya, alokasi sebenarnya tidak
mencukupi. Angka ini telah menurun dari 15,8% pada tahun 2015/2016 menjadi 13,1% pada
tahun 2020 . Keterbatasan anggaran ini memengaruhi kualitas pendidikan (Guo, 2020).
Sekolah mengalami kekurangan sumber daya yang diperlukan, sehingga berdampak pada
pelatihan guru, materi pembelajaran, dan infrastruktur. Hingga Laos harus menerima
dukungan dari organisasi seperti UNICEF, yang mengadvokasi peningkatan investasi di
bidang pendidikan (Boualaphet & Goto, 2020). Perbedaan antara alokasi anggaran
pendidikan dasar dan menengah di Kamboja-Laos dan Indonesia mencakup beberapa aspek
kunci. Indonesia menunjukkan peningkatan alokasi anggaran mandiri dari tahun ke tahun,
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mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan pendidikan. Di sisi lain, Kamboja
dan Laos menghadapi tantangan dalam alokasi anggaran pendidikan. Meskipun adanya
dukungan dari lembaga internasional seperti Bank Dunia dan UNICEF, alokasi anggaran
yang rendah dan penurunan persentase anggaran nasional yang dialokasikan untuk
pendidikan di Laos menciptakan kendala dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Di
Kamboja, meskipun ada sumber pendanaan eksternal yang signifikan, keterbatasan dalam
alokasi anggaran nasional dapat membatasi upaya meningkatkan pendidikan.

Alokasi Anggaran Program Pendidikan Tinggi Indonesia

Pendidikan tinggi sebagai sektor jasa memainkan peran penting dalam pengembangan
pribadi, sosial dan ekonomi secara global. Institusi pendidikan tinggi semakin diakui sebagai
kontributor dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB (Ashawi &
Setyaningsih, 2020). Di antara 17 SDGs, pendidikan berkualitas (SDG4) diidentifikasi
sebagai tujuan penting yang berfokus pada kesetaraan akses terhadap pendidikan tinggi dan
mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap individu (Hauptman Komotar,
2020). Perguruan Tinggi mempunyai tanggung jawab penting: menjadi kekuatan pendorong
penting dalam mencapai semua SDG melalui pelatihan, produksi pengetahuan, dan inovasi
(Nabaho et al., 2020). Pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam menciptakan individu
berkualitas yang siap untuk memasuki lapangan kerja (Qi et al., 2022). Namun, tantangan
dalam pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia adalah kurangnya dukungan anggaran
dari pemerintah.

Anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan tinggi di Indonesia dinilai cukup rendah jika
dibandingkan dengan negara-negara lain. Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia hanya
mengalokasikan sekitar 0,3% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk
pendidikan tinggi (Alwi & Gunarto, 2022). Rekomendasi dari UNESCO menyarankan bahwa
anggaran minimal untuk pendidikan tinggi seharusnya mencapai 2% dari APBN (Fachrudin
& Sholihin, 2021). Pada tahun 2023, APBN Indonesia mencapai Rp3000 triliun. Dengan
demikian, anggaran total untuk pendidikan nasional mencapai R0612,2 triliun, di mana
Rp305 triliun disalurkan ke daerah dan dana desa. Sekitar 2,7% dari APBN, atau sekitar
Rp29 triliun, dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(Kemendikbud Ristek) untuk pendidikan tinggi (Rofiq & Setiyadi, 2023). Dari alokasi tersebut,
hanya 0,9% yang diperuntukkan bagi riset dan pendidikan tinggi, dan sebagian besar berasal
dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pengelolaan anggaran tersebut juga harus
dilakukan dengan adil antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta
(PTS). Padahal program pendidikan tinggi saat ini semakin banyak dan penting seperti
revitalisasi infrastruktur, program Kampus Merdeka, Kartu Indonesia Pintar-Kuliah, Beasiswa
Non KIP dan tunjangan dosen (Romdloni, 2021).

Keterbatasan alokasi anggaran ini mengakibatkan berbagai konsekuensi yang dapat
memengaruhi kualitas dan aksesibilitas pendidikan tinggi di Indonesia. Pertama, kurangnya
dana dapat menghambat pengembangan infrastruktur pendidikan, seperti pembangunan
gedung perkuliahan, laboratorium, dan perpustakaan, yang penting untuk menunjang proses
pembelajaran dan riset (Aminuddin et al., 2021). Kedua, keterbatasan dana juga dapat
mempengaruhi ketersediaan beasiswa dan bantuan keuangan bagi mahasiswa yang
membutuhkannya, sehingga membatasi akses mereka terhadap pendidikan tinggi (Alifa &
Sulaeman, 2023). Selain itu, rendahnya alokasi anggaran juga dapat memengaruhi kualitas
tenaga pengajar dan peneliti di perguruan tinggi (Ulfah, 2021b). Dengan anggaran terbatas,
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sulit bagi perguruan tinggi untuk memperoleh dan mempertahankan tenaga pengajar
berkualitas serta mendukung penelitian yang inovatif dan berdampak.

DPR RI memainkan peran penting dalam menanggapi anggaran Pendidikan Tinggi
Indonesia dengan menekankan pentingnya pemerataan kualitas pendidikan. Mereka
berpendapat bahwa anggaran harus dialokasikan secara efektif untuk memastikan bahwa
semua institusi pendidikan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri dan swasta,
mendapatkan dukungan yang setara (Yaniar et al., 2022). Hal ini bertujuan untuk mengurangi
kesenjangan dalam kualitas pendidikan dan memastikan bahwa semua mahasiswa, terlepas
dari latar belakang mereka, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. DPR
RI juga menekankan pentingnya investasi dalam infrastruktur pendidikan, penelitian, dan
pengabdian masyarakat (Aminuddin et al., 2021).

4. Perbandingan Negara ASEAN Dalam Dukungan Anggaran Pendidikan Tinggi

ASEAN memainkan peran penting dalam mendukung pendidikan tinggi di kawasan ASEAN,
meskipun mempunyai kewenangan non-legislatif dan resolusi yang tidak mengikat (Ruland,
2013)t. ASEAN bertindak sebagai platform dialog dan kolaborasi antar negara anggota,
memberikan ruang bagi anggota parlemen untuk terlibat satu sama lain dan dengan
pengamat, seperti Parlemen Eropa. Majelis ini memfasilitasi pertukaran pandangan dan
gagasan tentang berbagai isu, termasuk pendidikan tinggi, melalui Majelis Umum dan forum
lainnya (Firdaus & Kresnawati, 2023).

Dukungan Malaysia terhadap pendidikan tinggi, khususnya dalam hal alokasi anggaran,
merupakan pendekatan multifaset yang bertujuan untuk memberdayakan warganya melalui
pendidikan. Anggaran tahun 2024 mengalokasikan RM16,3 miliar kepada Kementerian
Pendidikan Tinggi, menandai peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya yang
berjumlah RM15,3 miliar (Mahamad et al., 2016). Alokasi ini dipandang sebagai manfaat
komprehensif baik bagi pendidik maupun peserta didik, yang mencerminkan komitmen
pemerintah dalam mendukung pendidikan tinggi dalam menghadapi tantangan
perekonomian. Terdapat batasan biaya pendaftaran untuk universitas negeri sebesar
RM1.500 mulai Januari 2024, bertujuan untuk membuat pendidikan tinggi lebih mudah
diakses oleh siswa, terutama mereka yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah .
Alokasi sebesar RM250 juta untuk mengganti dan memperluas jangkauan Wi-Fi di semua
universitas negeri, memberikan mahasiswa dan staf akses yang lebih baik ke layanan
internet cepat (Keerio & Ahmad, 2023). Perbedaan alokasi anggaran pendidikan tinggi antara
Indonesia dan Malaysia mencerminkan prioritas dan strategi masing-masing negara dalam
menghadapi tantangan pendidikan. Indonesia mengalokasikan hanya sekitar 0,3% dari
APBN untuk pendidikan tinggi, yang dapat membatasi akses dan kualitas pendidikan tinggi.
Sementara itu, Malaysia menunjukkan komitmen yang lebih besar dengan meningkatkan
alokasi anggaran secara signifikan dari tahun ke tahun. Selain itu, Malaysia mengambil
langkah konkrit untuk memperluas akses pendidikan tinggi dengan menetapkan batasan
biaya pendaftaran dan meningkatkan infrastruktur digital dalam program pendidikan jarak
jauh berkualitas.

Singapura mendukung pendidikan tinggi melalui pendekatan komprehensif yang mencakup
alokasi anggaran yang signifikan, inisiatif kebijakan, dan berbagai sistem dukungan bagi
mahasiswa (Marginson, 2011). Komitmen pemerintah terhadap pendidikan terlihat dari
investasi besar yang dilakukan di sektor pendidikan, yang menyumbang porsi besar terhadap
belanja pemerintah. Pada tahun 2019, Kementerian Pendidikan Singapura menghabiskan
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hampir S$1,3 miliar, mewakili lebih dari 16% pengeluaran pemerintah tahunan, atau sekitar
2,5% PDB (McGreal & Olcott, 2022). Investasi ini mencerminkan keyakinan yang kuat
terhadap pendidikan sebagai bentuk investasi sosial yang meningkatkan sumber daya
manusia individu dan bangsa, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan lapangan
kerja. Dukungan pemerintah terhadap pendidikan tinggi juga mencakup pendanaan bagi
pekerja Singapura untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam
perekonomian global. The Lifelong Learning Endowment Fund telah ditambahkan sebesar
USD 357 juta, sehingga total dana menjadi USD 3,3 miliar (J. Tan, 2021). Selain itu, kredit
sebesar S$500 (sekitar USD 370) per warga negara Singapura dengan tujuan
pengembangan pelatihan skill future. Kemudian, $2,14 miliar dicadangkan untuk melatih
tenaga kerja guna memajukan rencana ekonomi Singapura dan mendukung upaya penelitian
universitas, sementara $940 juta disisihkan untuk membekali mahasiswa dari Institutes of
Technical Education dengan pelatihan teknis dan relevan untuk industri untuk mendapatkan
pekerjaan (C. Y. Tan, 2022). Perbedaan alokasi anggaran dengan Indonesia masih terlihat
dari komposisi anggaran. Indonesia belum bisa melampaui alokasi anggaran pendidikan
tinggi Singapura yang mencapai 16% dari pengeluaran pemerintah tahunan pada sektor
pendidikan pada tahun 2019.

Brunei Darussalam mendukung Perguruan Tingginya melalui kombinasi alokasi anggaran
dan inisiatif strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan,
mempromosikan penelitian, dan mengatasi tantangan seperti pengangguran di kalangan
lulusan (Purwaningrum et al., 2014). Kementerian Pendidikan memainkan peran penting
dalam dukungan ini, dengan memberikan perkiraan pengeluaran dan rencana strategis untuk
sektor pendidikan tinggi. Rencana ini mencakup upaya untuk menyeimbangkan permintaan
dari pasar tenaga kerja dengan pasokan lulusan di berbagai bidang studi, yang menunjukkan
fokus pada penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Rencana
strategis Kementerian tahun 2018-2022 menguraikan lebih lanjut arah dan prioritas
pendidikan tinggi di Brunei Darussalam, termasuk peningkatan akses terhadap pendidikan
tinggi dan pengembangan sistem pendidikan nasional untuk abad ke-21 (Shabhrill &
Keasberry, 2021). Selain alokasi anggaran, Kementerian Pendidikan juga proaktif dalam
mengatasi masalah pengangguran dengan mendorong universitas untuk bermitra dengan
industri dan mengkomersialkan penelitian akademis. Pendekatan ini bertujuan untuk
memacu pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bagi
lulusan. Tidak terlalu terlihat perbedaan antara Indonesia dan Brunei Darussalam dalam
alokasi anggaran pendidikan tinggi. Hanya saja, irisan strategis anggaran lebih ditekankan
untuk pendidikan tinggi berbasis industri sejak lama untuk mengatasi penggangguran dan
penguatan riset inovasi. Indonesia lebih berfokus pada pemerataan akses pendidikan tinggi
bagi semua keluarga di Indonesia dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Pada tahun
2019, reformasi pendidikan tinggi baru dimulai dengan konsep kampus merdeka dengan
dorongan akselerasi pendidikan berbasis minat mahasiswa baik industri, riset, pengabdian
dan internasionalisasi.

Thailand mendukung sektor pendidikan tinggi melalui kombinasi alokasi anggaran nasional,
pembiayaan lokal, dan bantuan internasional. Untuk tahun fiskal 2019, anggaran
Kementerian Pendidikan sebesar 487.646 juta baht, dengan belanja pendidikan mencapai
hampir 20% anggaran nasional atau 4% PDB (Tuangratananon et al., 2019). Alokasi ini jauh
lebih tinggi dibandingkan negara lain, termasuk negara berkembang seperti Tiongkok,
Indonesia, Malaysia, Meksiko, Filipina, Inggris, dan Perancis. Pembiayaan lokal, khususnya
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di daerah perkotaan, juga berkontribusi terhadap anggaran pendidikan, dimana hingga
28,1% anggaran pendidikan di wilayah Administrasi Metropolitan Bangkok disediakan oleh
pembiayaan lokal (Sangiumvibool & Chonglerttham, 2017). Selain itu, Thailand menerima
pinjaman dan bantuan teknis untuk pendidikan dari Bank Pembangunan Asia dan Bank
Dunia (Jarernsiripornkul & Pandey, 2018). Indonesia masih belum bisa melampaui Thailand
dalam alokasi pendidikan tinggi, walaupun Indonesia masih jauh lebih mandiri dalam alokasi
anggaran pendidikan tinggi dengan tidak menerima pinjaman khusus pendidikan.

Vietnam mendukung perguruan tinggi melalui kombinasi peningkatan alokasi anggaran,
reformasi kelembagaan, dan pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah Vietnam
telah memprioritaskan peningkatan pendidikan dalam negeri, dengan target peningkatan
10% setiap tahunnya dalam pendaftaran universitas dan menyelaraskan sistem pendidikan
tinggi dengan standar global (Hoang, 2019). Hal ini menyebabkan peningkatan alokasi
anggaran untuk pendidikan dan pelatihan, liberalisasi keterlibatan sektor swasta, dan
mendorong partisipasi asing dalam pengembangan layanan pendidikan dan pelatihan.
Institusi-institusi di Vietham semakin tertarik untuk memperluas peluang kemitraan dengan
institusi-institusi luar negeri, khususnya institusi Amerika, seiring dengan pemberian otonomi
yang lebih besar kepada institusi-institusi tersebut dalam mengeloa manajemen pendidikan
tinggi. Data Kementerian Pendidikan dan Pelatihan Vietham Tahun 2020 menunjukkan
peningkatan signifikan dalam jumlah pelajar Vietnam yang belajar di luar negeri, dengan
sekitar 190,000 pelajar Vietham yang belajar di luar negeri pada tahun ajaran 2019-2020 (V6
& Laking, 2020). Tren ini terus berlanjut ketika banyak keluarga meningkatkan pendapatan
rumah tangga mereka dan berupaya mengirim anak-anak mereka ke luar negeri untuk
memastikan mereka memiliki akses terhadap peluang pendidikan terbaik. Tujuan studi luar
negeri antara lain Jepang, Amerika Serikat, Australia, Kanada, Inggris, China, dan lain-lain.

Myanmar sedang melakukan transisi dari sistem pemerintahan terpusat ke sistem
desentralisasi, dengan langkah awal yang diambil untuk membentuk badan legislatif dan
eksekutif di tingkat Negara Bagian dan Wilayah (Kandiko Howson & Lall, 2020). Myanmar
telah mengupayakan kolaborasi dengan lembaga pendidikan tinggi internasional dan
organisasi penelitian. Ini termasuk program pelatihan, konferensi, lokakarya, seminar,
program penelitian bersama, program beasiswa, dan pertukaran mahasiswa dan Faculty
Member Perguruan Tinggi Myanmar. Pada bulan Agustus 2020, Kementerian Pendidikan
memberikan otonomi tertentu kepada 16 universitas, sehingga mereka dapat mengelola
kegiatan mereka secara efektif dan meningkatkan kualitas pengajaran dan penelitian (Esson
& Wang, 2018). Langkah ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk
mendemokratisasi sistem universitas Myanmar.

Laos telah mencapai kemajuan dalam memperluas akses terhadap pendidikan dasar selama
dua dekade terakhir, yang sangat penting untuk mencapai Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDG) 4 dan transisi dari status Negara Tertinggal (LDC) pada tahun 2024
(Chanthy & Saynasine, 2020). Namun, kualitas pendidikan masih menjadi masalah, dengan
kesenjangan pembelajaran yang signifikan dan variasi hasil pembelajaran yang luas di
berbagai kelompok sosio-ekonomi dan etnis. Sayangnya Laos tidak memiliki kejelasan
sistem alokasi dana pada perguruan tinggi yang membuat inkonsistensi atau tantangan
dalam perencanaan pengembangan perguruan tinggi .

Kamboja melalui Kementerian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (MoOEYS) memainkan
peran sentral dalam menyediakan layanan pendidikan di semua tingkatan, mulai dari

20



21

Alokasi Anggaran Pendidikan Menuju Visi SDGs di Indonesia

pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga pendidikan tinggi (Moxom & Noonan, 2020).
Pemerintah telah meningkatkan alokasi anggarannya secara signifikan ke MOEYS,
meningkat dua kali lipat dari 1,813 miliar KHR pada tahun 2015 menjadi 3,738 miliar KHR
pada tahun 2020, yang setara dengan sekitar 3,4% PDB (Un & Sok, 2022). Peningkatan ini
disebabkan oleh komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas
pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi, serta pertumbuhan ekonomi dan peningkatan
pengumpulan pendapatan selama bertahun-tahun. Pemerintah Kerajaan Kamboja (RGC)
telah memprioritaskan sektor pendidikan, khususnya dalam Strategi Persegi Panjang fase IV
(RS IV) yang menekankan pada pengembangan sumber daya manusia sesuai bidang minat
dan bakat. Hal ini mengarah pada reformasi strategis yang berfokus pada kualitas dosen,
kurikulum dan materi pembelajaran, serta lingkungan. Pemerintah juga telah meningkatkan
pendanaan untuk operasional perguruan tinggi, memastikan pemerataan pendanaan
berdasarkan wilayah, jumlah mahasiswa, dan faktor lainnya (Sok & Bunry, 2021).

Perbedaan alokasi anggaran pendidikan tinggi antara Indonesia dengan Vietnam, Myanmar,
Laos dan Kamboja tidak terlalu mencolok. Indonesia, dengan alokasi sekitar 0,3% dari APBN
untuk pendidikan tinggi, jauh di bawah rekomendasi UNESCO yang menyarankan minimal
2% dari APBN. Di sisi lain, Vietnam telah meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan
dan pelatihan, dengan target peningkatan 10% setiap tahunnya, serta mendorong partisipasi
swasta dan asing dalam pengembangan layanan pendidikan. Myanmar, sedang dalam
proses transisi menuju desentralisasi, telah memberikan otonomi kepada universitas untuk
meningkatkan kualitas pengajaran dan penelitian. Laos mengalami tantangan dalam kualitas
pendidikan, dengan kesenjangan pembelajaran yang signifikan, namun tidak memiliki
kejelasan dalam alokasi dana untuk perguruan tinggi. Dengan demikian, Indonesia masih
lebih baik dalam mendukung pendidikan tinggi dibanding keempat negara yang masih belum
dapat memperkuat ekosistem pendidikan tinggi bagi masyarakatnya.

Tantangan dan Strategi Indonesia Alokasi Anggaran Pendidikan Pada Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDGSs)

Indonesia, sebagai negara penandatangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGSs)
PBB, telah berkomitmen untuk memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil
untuk semua (SDG 4) (Thamrin, 2020). Hal ini memerlukan alokasi dan penyerapan
anggaran pendidikan yang efektif. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam
mengalokasikan dan menyerap anggaran pendidikan untuk mencapai SDGs. Kinerja
anggaran keseluruhan di tujuh sektor terkait SDG, termasuk pendidikan, menunjukkan rata-
rata pengeluaran yang terlalu rendah (underspending) sebesar 10% dan pengeluaran
berlebih (overspending) hingga 12% (Saputra, 2018). Pada laporan kredibilitas anggaran
dalam tujuan SDGs oleh International Budget Partnership (2023) menunjukkan pada sektor
edukasi sudah cukup membaik dengan alokasi 5% dan deviasi rerata underspending
anggaran sebesar -1%. Hal ini dikarenakan tren anggaran yang tidak konsisten dalam upaya
menaikkan indeks kinerja SDGs. Alokasi anggaran pendidikan Indonesia telah mencapai
20% dari APBN, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun
angka ini masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara
(Rohman & Widowati, 2024). Di samping itu, distribusi anggaran pendidikan belum merata
antar daerah dan jenjang pendidikan. Alokasi anggaran antar daerah bisa tidak merata,
sehingga daerah yang lebih kaya menerima bagian yang lebih besar (Omara, 2016). Hal ini
merugikan siswa di daerah miskin, menghambat akses mereka terhadap pendidikan
berkualitas. Persoalan birokrasi tingkat Daerah yang rumit dapat menunda pencairan dana
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ke sekolah, sehingga menghambat pelaksanaan program pendidikan secara tepat waktu
(Kamaludin, 2023b). Indonesia dengan wilayah yang sangat luas menghambat sekolah
daerah terpencil dalam kapasitas administratif anggaran. Alokasi anggaran pendidikan juga
masih terfokus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berbasis desentralisasi yang
berpotensi disalahgunakan, sedangkan jenjang pendidikan tinggi masih kekurangan
anggaran dalam memenuhi kebutuhan program peningkatan kualitas pendidikan tinggi
Indonesia.

Dari kajian alokasi anggaran pendidikan setiap negara ASEAN, terdapat titik fokus
pencapaian dan permasalahan pencapaian SDGs berbeda. Terdapat kemajuan di sebagian
besar negara ASEAN, khususnya dalam meningkatkan akses terhadap pendidikan.
Beberapa negara seperti Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam menjadi “pemimpin”
regional dalam hal pencapaian mutu pendidikan untuk target SDGs. Indonesia, Thailand dan
Filipina masih dalam posisi mengejar peran besarnya dalam pencapaian SDGs melalui
sektor pendidikan. Sementara Vietham, Laos, Kamboja dan Myanmar masih bergelut dalam
persoalan keterbatasan sumber daya, pelatihan guru dan kualitas pendidikan.

Pemerintah Indonesia perlu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam
upaya mencapai target SDGs melalui alokasi anggaran yang memadai. Terdapat beberapa
strategi dalam alokasi anggaran pendidikan:

a. Menaati Amanat Undang-Undang Dasar 1945 Secara Progresif
b. Pemerintah mengalokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) untuk pendidikan, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31
ayat (4). Bahkan jika dimungkinkan harus ada komitmen peningkatan alokasi anggaran
setiap tahun untuk memastikan ketercukupan anggaran dalam mendukung sistem
pendidikan nasional.
c. Memperhatikan Prioritas dan Kebutuhan
Alokasi anggaran pendidikan difokuskan pada program-program prioritas, seperti:
i. Peningkatan kualitas dan hak profesional guru dan tenaga kependidikan
ii. Penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai
iii. Perluasan akses pendidikan ke daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T)
iv. Peningkatan mutu subsektor pendidikan menengah dan tinggi khusus vokasi
v. Penguatan program kampus Merdeka dan Merdeka belajar dengan prinsip
diversifikasi dan pertumbuhan dana berkelanjutan untuk kemandirian
Sekolah/Perguruan Tinggi
d. Melibatkan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengambilan Keputusan
Pemerintah melibatkan masyarakat ataupun mendengar penuh pendapat DPR RI dalam
proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait alokasi anggaran pendidikan.
Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa anggaran pendidikan digunakan secara
efektif dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat.
e. Memperkuat Perencanaan dan Penganggaran
Pemerintah dan DPR RI perlu bersama melakukan perencanaan dan penganggaran
yang matang, serta mempercepat proses pencairan anggaran. Pemerintah juga perlu
meningkatkan kapasitas pelaksana program di daerah, termasuk dalam hal penyusunan
program, pengadaan barang dan jasa, serta pelaporan keuangan.
f.  Memperkuat Monitoring dan Evaluasi
Pemerintah Bersama DPR RI perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala

terhadap program-program pendidikan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan
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secara efektif dan efisien. Komisi X DPR RI bersama Pusat Analisis Anggaran dan
Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) DPR RI dapat memperluas wewenang untuk
analisa realisasi lapangan alokasi anggaran baik didaerah maupun pada tingkat
perguruan tinggi secara langsung.

g. Membangun Sistem Pengaduan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi
Pemerintah membangun sistem pengaduan dan pencegahan tindak pidana korupsi
yang terintegrasi pada sistem dana BOS sekolah maupun Sistem Informasi Anggaran,
Keuangan dan Aset Perguruan Tinggi yang terhubung dengan pengawasan Inspektorat
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI untuk memastikan
bahwa anggaran pendidikan digunakan secara akuntabel dan transparan.

h. Penguatan Peran Komisi X dan Badan Anggaran DPR RI dalam Rumusan Alokasi dan
Pengawasan Pengelolaan Anggaran Pendidikan
DPR RI sebagai lembaga legislatif memiliki peran penting dalam memastikan alokasi
dan penyerapan anggaran pendidikan yang optimal. DPR RI perlu meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas dalam proses alokasi dan penyerapan anggaran
pendidikan. Sebagai wakil rakyat, DPR Rl dapat mengadakan konsultasi publik dengan
berbagai pihak terkait pendidikan, seperti akademisi, guru, orang tua murid, dan
organisasi masyarakat sipil. Melalui forum ini, DPR dapat mendengar langsung aspirasi
dan masukan dari berbagai stakeholders untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat
dan responsif terhadap kebutuhan pendidikan. DPR RI dapat melakukan evaluasi
terhadap kinerja penggunaan anggaran pendidikan secara berkala. Hal ini dapat
dilakukan dengan penyuaraan pengembangan sistem pemantauan alokasi anggaran
Nasional yang terbuka bagi DPR RI dan Publik untuk memantau secara real time.
Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan dalam
penyerapan anggaran, serta menyusun rekomendasi perbaikan untuk memastikan
efisiensi dan efektivitas penggunaan dana pendidikan. Keberadaan kantor perwakilan
daerah atau Dapil seperti DPD RI diperlukan juga oleh DPR RI untuk memastikan
anggota DPR RI beserta staf ahli dan Sekjen DPR RI dapat lebih mengontrol
permasalahan pendidikan maupun isu lain lebih komprehensif di daerah pemilihan.
Strategi-strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran pendidikan di
Indonesia dialokasikan dan diserap dengan cara yang efektif dan efisien, dengan fokus
pada peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan akses pendidikan di seluruh
Indonesia.

V. KESIMPULAN

Pendidikan adalah pilar utama pembangunan bangsa, dengan pendidikan dasar dan menengah
(Dikdasmen) sebagai fondasinya. Indonesia berkomitmen untuk menyediakan pendidikan
berkualitas sebagai bagian dari SDGs. Analisis tren anggaran pendidikan dasar dan menengah
dengan pengelolaan dibawah difokuskan pada perluasan wajib belajar, dukungan operasional
sekolah, dan otonomi daerah dalam mengelola anggaran. Disparitas pendidikan antar daerah,
perencanaan penganggaran yang lemah, dan akuntabilitas yang rendah menjadi tantangan
dalam memastikan efektivitas penggunaan anggaran. Alokasi anggaran pendidikan tinggi juga
kurang, dengan hanya 0,3% dari APBN pada 2019, jauh di bawah rekomendasi UNESCO. Hal
ini berakibat pada keterbatasan infrastruktur, beasiswa bagi mahasiswa miskin dan/atau
berpretasi, meningkatnya isu kenaikan UKT PTN dan kendala pencapaian tridharma perguruan
tinggi. Alokasi anggaran pendidikan yang memadai di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia,
Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Myanmar, Kamboja, dan Laos sangat penting untuk
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memastikan kualitas pendidikan yang baik. Dana yang cukup dapat digunakan untuk
meningkatkan aksesibilitas, memperbaiki fasilitas, meningkatkan kualitas pengajaran, dan
mengembangkan kurikulum yang relevan. Meskipun anggaran meningkat dari tahun ke tahun,
kesemua negara masih ada tantangan seperti disparitas kualitas pendidikan antar daerah,
kekurangan guru, dan infrastruktur pendidikan yang buruk. Negara-negara di kawasan ASEAN
memiliki pendekatan yang berbeda dalam alokasi anggaran, dengan fokus pada pendekatan
desentralisasi, subsidi, dan investasi publik. Sementara upaya reformasi dan dukungan
internasional seperti yang dilakukan oleh Bank Dunia di Kamboja dan Myanmar menunjukkan
komitmen untuk memperbaiki akses dan kualitas pendidikan di negara-negara tersebut.
Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura dan Thailand masih menjadi negara dengan
alokasi anggaran maksimum baik pendidikan dasar menengah, tinggi dan Vokasi.

Secara khusus, Indonesia harus memandang alokasi anggaran sebagai Investasi SDM masa
depan dan memprioritaskan alokasi anggaran berbasis berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan agar
penyerapan anggaran maksimal dengan output jangka panjang untuk efisiensi alokasi anggaran
berikutnya. Pada sub pendidikan dasar dan menengah, perbaikan kapabilitas daerah dalam
diversifikasi program anggaran dan pengawasan komprehensif dari Pemerintah Pusat dan DPR
RI menjadi sangat penting. Pemerintah Daerah perlu mempertimbangkan transformasi anggaran
dalam program inovasi yang sesuai perkembangan peradaban pendidikan. Jika Pemerintah
Daerah terus bertahan pada pengalokasian anggaran rutin yang tidak efisien, maka peningkatan
kualitas pendidikan antar daerah akan terus timpang. Revisi terhadap alokasi anggaran perlu
dilakukan secara berkala untuk mengakomodasi kebutuhan riil lapangan, termasuk peningkatan
insentif bagi guru, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan kompetensi siswa. Indonesia dapat
mencontoh Singapura dalam sistem alokasi anggaran berbasis kemandirian keluarga dan
menjaga kualitas guru dengan pemberdayaan dan penghargaan. Pemerintah Pusat perlu
mempertimbangkan kembali persoalan desentralisasi pendidikan melalui penegasan kewajiban
daerah dalam pengelolaan anggaran pendidikan dari pusat agar tidak disalahgunakan dan
mengakibatkan ketimpangan fundamental. Pada subsektor pendidikan tinggi dan vokasi
Indonesia, pemerintah pusat memegang kendali penuh dalam realisasi anggaran. Pada Tahun
2023, bhukti realisasi anggaran pendidikan tinggi dan vokasi semakin menunjukkan hasil
peningkatan kualitas pendidikan dengan adanya konsep kampus merdeka. Hal ini menunjukkan
keberhasilan diversifikasi alokasi anggaran pendidikan tinggi-vokasi melalui inovasi program
adaptif perkembangan pendidikan dan kemitraan dengan pihak professional. Akan tetapi, alokasi
anggaran untuk pendidikan tinggi-vokasi perlu ditingkatkan secara signifikan agar memenuhi
standar internasional. Rekomendasi dari UNESCO mengenai alokasi minimal 2% dari APBN
perlu dipertimbangkan serius.

Studi ini telah berusaha mencapai tujuan komparasi Indonesia dengan negara ASEAN dan
menunjukkan secara keseluruhan masih lebih baik dalam alokasi anggaran pendidikan. Akan
tetapi, terdapat keterbatasan literatur dan dokumentasi data alokasi anggaran lebih detail. Hal ini
membuka peluang kolaborasi PA3KN, Badan Keahlian, Setjen DPR RI bersama peneliti tata
kelola anggaran Perguruan Tinggi dan professional pendidikan dalam sharing resource
penguatan DPR RI dalam transformasi kebijakan anggaran pendidikan Indonesia jauh lebih
komprehensif. Studi ini diharapkan menjadi pembuka peluang studi lanjutan revitalisasi anggaran
pendidikan dan peningkatan efektivitas implementasi kebijakan. Penelitian mendatang dapat
mengeksplorasi efektivitas berbagai strategi yang diterapkan oleh negara-negara anggota
ASEAN, termasuk Indonesia, dalam mengatasi tantangan terkait alokasi anggaran pendidikan.
Secara khusus, penelitian dapat memeriksa dampak kebijakan desentralisasi, subsidi, dan
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investasi publik terhadap peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Studi perbandingan
yang menganalisis tingkat keberhasilan berbagai pendekatan di seluruh wilayah tersebut dapat
memberikan wawasan berharga bagi para pembuat kebijakan. Studi kedepan dapat menelusuri
peran dukungan internasional, seperti pendanaan dari organisasi seperti Bank Dunia, dalam
meningkatkan sistem pendidikan di negara-negara seperti Kamboja dan Myanmar, yang dapat
memberikan pelajaran bagi negara-negara ASEAN lainnya. Dengan kolaborasi lintas sektor yang
melibatkan para ahli dan praktisi terkait, diharapkan tercipta kerangka kerja yang lebih
komprehensif dalam mengelola dan mengalokasikan anggaran pendidikan secara lebih efektif
dan efisien. Hal ini akan membawa dampak positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta
memastikan kesetaraan akses bagli semua warga negara Indonesia.
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